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Anggaran PPKM Rp 34 Miliar Belum Disalurkan, Bakeuda: Keperluannya Belum 

Disampaikan ke Kami 

 

 
 

Sumber gambar: 

https://klikkalsel.com/anggaran-ppkm-rp-34-miliar-belum-disalurkan-bakeuda-keperluannya-belum-

disampaikan-ke-kami/ 

 

Pemko Banjarmasin sebelumnya sempat menyampaikan bahwa untuk penerapan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Banjarmasin 

mendapat kucuran dana sebesar Rp 34 miliar, melalui dana refocusing. Ibnu 

menyampaikan bahwa terdapat tiga SKPD yang menerima anggaran paling besar dari Rp 

34 miliar tersebut. Tiga SKPD tersebut yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial 

(Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Termasuk juga 

pelaksanaan operasi yustisi di Satpol PP.  

Namun rupanya anggaran tersebut masih belum dicairkan lantaran belum ada yang 

mengajukan pencairan anggaran puluhan miliar tersebut untuk di tindaklanjuti. Hal ini 

disampaikan Kepala Badan Keuangan (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil saat 

di konfirmasi awak media. Memang disampaikan keperluannya Rp 34 miliar. Tapi belum 

sampai ke kami keperluannya apa saja. Mungkin bisa tanyakan langsung saja ke Dinas 

Kesehatan untuk apa saja mereka yang tahu. 
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Ia menjelaskan, bagaimana prosedur pencairan dana tersebut. Pertama dari SKPD 

bersangkutan menyampaikan kebutuhan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke 

pihaknya. Kemudian pihaknya baru menyediakan alokasi dananya. Apakah diambil dari 

Biaya Tak Terduga (BTT) atau penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang lain lagi. 

Kalau berkas diajukan semuanya lengkap, maka 1 X 24 Jam cair. Cuma karena alokasinya 

diambil dari mana belum diketahui, sehingga kita perlu tahu keperluannya apa saja. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi mengklaim, bahwa 

anggaran sebesar Rp 3,8 miliar dari BTT telah diusulkan ke Bakeuda. Bahkan berkas 

sudah lengkap disampaikan. 

Sudah disampaikan dan didiskusikan. Pak Wali Kota juga sudah setuju dengan Nota 

Dinasnya. Ia membeberkan, peruntukan anggaran tersebut digunakan penanganan Covid-

19. Seperti Reagen dan membayar insentif Tenaga Kesehatan (Nakes). Mungkin 

pencairannya yang belum. Artinya memang sudah diusulkan. Tidak ada istilah terlambat 

untuk pembayaran insentif.  

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Iwan Ristianto yang juga menjadi salah satu instansi 

mendapatkan dana cukup besar mengaku, masih menghitung dan menganalisa berapa 

yang diperlukan untuk dilaporkan kepada Wali Kota. Masih dikalkulasi berapa biaya 

yang diperlukan. 

Iwan menjelaskan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak 

penerapan PPKM Level IV. Ia memastikan, tidak akan terjadi tumpang tindih bantuan 

yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Bantuannya beras. Di luar penerima yg 

disalurkan PT pos namun masih yg terdata di DTKS. Jumlah penerimanya sekitar 24 ribu 

KPM. Kami usulkan dulu setelah selesai verifikasi kami ke tim anggaran. 

 

Sumber berita: 

1. https://klikkalsel.com/anggaran-ppkm-rp-34-miliar-belum-disalurkan-bakeuda-

keperluannya-belum-disampaikan-ke-kami/, 30 Juli 2021.  

2. https://www.hallobanua.com/2021/07/ppkm-level-iv-sudah-berjalan-bakeuda.html, 

30 Juli 2021. 

 

Catatan: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana 

Pasal 1 
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Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk 

digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat 

berakhir. 

Pasal 5 ayat (3) 

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula: 

a. dana kontinjensi bencana; 

b. dana siap pakai; dan 

c. dana bantuan sosial berpola hibah. 

Pasal 6 ayat (2) 

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam 

APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap 

darurat. 

Pasal 20 

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan: 

a. rehabilitasi; dan 

b. rekonstruksi. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

Pasal 48 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang 

berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu 

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri 

atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan 

Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan 

daerah. 
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(3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

bersumber dari: 

a. SiLPA; 

b. Pencairan Dana Cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

digunakan untuk Pembiayaan: 

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 72 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf 

b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana 

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan 

bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan 

Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan 

sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio 

yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan pertanggungjawaban APBD. 
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a. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke 

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

b. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi 

dalam kurun waktu tertentu. 

c. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah 

kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu. 

d. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di 

masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah. 

e. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperingkatkan dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 

(seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 

(sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 

(tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -

60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima 

puluh) berperingkat kurang (E). 

f. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. 

memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. 

paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3). 

g. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan h uruf b dihitung berdasarkan 

nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel 

dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan 

per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). 

h. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 
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i. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. 

format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

j. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan 

mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. 

 


